
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

 
PERATURAN  BUPATI  BIREUEN 

NOMOR   20     TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU 

INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG            
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN  RAHMAT  ALLAH  YANG  MAHA  KUASA 
 

BUPATI  BIREUEN, 
 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong 

Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, 
dinyatakan dalam hal terjadi perubahan mendasar atas 
kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber 

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak 
terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali; 
 

b. bahwa  sehubungan dengan adanya penyesuaian realisasi 
anggaran penerimaan dan perimbangan Tahun 2021,  
maka Pembagian Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk 

setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen  Tahun 
Anggaran 2021 perlu ditetapkan rincian Pagu Indikatif; 

   
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen 

Nomor 4 Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan rincian Pagu indikatif Alokasi Dana Gampong 

untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun 
Anggaran 2021; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

176, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3963); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

4. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 

2014 tentang   Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah kedua kalinya 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bireuen Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 62); 

 

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Gampong; 

 

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen 
Tahun Anggaran 2021; 

 
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021; 

 

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Bireuen Tahun Anggaran 2021; 

 

 

 

 



13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata 

Cara Pembagian dan penetapan rincian Pagu Indikatif 
Aloksi Dana Gampong untuk setiap gampong dalam 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG 

UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

   
 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2021 
tentang tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Pagu Indikatif Alokasi 

Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 591) 

diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  7 
 

 

(1)  Besaran ADG  yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun Anggaran 
terdiri atas : 

a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah 
ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan 

b. alokasi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan 
Gampong, luas wilayah Gampong dan Indeks Kesulitan Geografis 

Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang 
dibagi secara berkeadilan. 

 

(2)  Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b menggunakan formula sebagai berikut:   

 
W  = (0,40 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4) 

 

Keterangan: 
W  = ADG berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat 
kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk 
Gampong  

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total 
penduduk miskin Gampong  

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah 
Gampong  
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong. 

 

(3)  Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 yang 
diberikan kepada masing-masing Gampong sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 
 

 
 

 
 



 

 
(4)  Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah 

kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali. 
 

 
Pasal II 

 

Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.  

 
 

 

 

  Ditetapkan di Bireuen 
pada tanggal 23 Juli 2021 

 

BUPATI BIREUEN, 

 
 

   ttd 
 

 
 

MUZAKKAR A.GANI 
 

 Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 23 Juli 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN, 

 
      ttd 

 
 

IBRAHIM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 607 

 


